
 

 

   BUPATI PATI 

  PROVINSI JAWA TENGAH 

  PERATURAN BUPATI PATI 

NOMOR  119  TAHUN  2018    

TENTANG 

URAIAN JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN KECAMATAN  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI  PATI, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan kebutuhan dan jenis 

Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kecamatan 

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban 

kerja, perlu dirumuskan uraian jabatan Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Kecamatan sebagai dasar 

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, 

promosi dan mutasi pegawai;  

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Uraian Jabatan Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Kecamatan; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam  

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494);  

4. Undang-Undang . . . 

SALINAN 



  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037 ); 

  7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan 

Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil; 

  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Analisis Jabatan; 

  9. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 

tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 

  12. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 

tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran 

Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12,  

Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 

13, Tambahan Lembaran  Daerah Kabupaten Pati Nomor 

99); 

14. Peraturan . . . 



  14. Peraturan Bupati Pati Nomor 64 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi 

serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten 

Pati Tahun 2016 Nomor 64); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN PEGAWAI 

NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KECAMATAN. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Pati. 

2. Bupati adalah Bupati Pati. 

3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS 

adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat 

tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara 

secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk 

menduduki jabatan pemerintahan. 

4. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai 

Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan kerja 

organisasi. 

5. Analisis Jabatan adalah proses, metoda dan teknik untuk 

memperoleh data jabatan, mengolahnya menjadi 

informasi jabatan dan menyajikannya bagi kepentingan 

program kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan, 

dan perencanaan diklat. 

6. Uraian Jabatan adalah uraian tentang informasi dan 

karakteristik jabatan, seperti nama jabatan, kode 

jabatan, letak jabatan, ikhtisar jabatan, uaraian tugas, 

hasil kerja, bahan kerja, peralatan kerja, kondisi 

lingkungan kerja, dan syarat jabatan. 

 

BAB II . . . 

 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai 

alat/instrument untuk melaksanakan manajemen PNS. 

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai dasar 

penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, 

pangkat dan jabatan, pengembangan karier, pola karier, 

promosi dan mutasi pegawai. 

BAB III 

URAIAN JABATAN 

Pasal 3 

(1) Uraian Jabatan PNS Daerah terdiri dari : 

a. identitas jabatan; 

b. ringkasan tugas; 

c. rincian tugas; 

d. wewenang; 

e. tanggung jawab; 

f. hasil kerja; 

g. bahan kerja; 

h. perangkat kerja; 

i. hubungan jabatan; 

j. keadaan tempat bekerja; 

k. upaya fisik; dan 

l. kemungkinan resiko bahaya. 

(2) Uraian Jabatan PNS Daerah sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 

BAB IV 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

Agar . . . 



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Pati. 

 

  Ditetapkan di Pati 

  pada tanggal 7 Desember 2018 

  BUPATI PATI, 

 

    ttd. 

  HARYANTO  

 

Diundangkan di Pati 

Pada tanggal 7 Desember 2018 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI, 

 

  ttd.    
 
 SUHARYONO 

 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2018 NOMOR 119  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


